
BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 28 TAHUN 2019 

TENTANG 
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA 

KAWASAN PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (4) Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman mengamanatkan bahwa setiap prasarana, 
sarana, dan utilitas umum yangte1ah selesai dibangun oleh 
setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan 
prasarana, sarana dan utilitas perumahan maka 
Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk 
menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan 
dan permukiman yang dibangun oleh pengembang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Tata Cara· 
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan 
Perumahan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan 
Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ten tang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang 
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5533); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 
dan Permukiman di Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2009 Nomor 
12/E); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 
2009 Nomor 21/E); 

11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2009 Tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2009 Nomor 
55/E); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA 
KAWASAN PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 

3. Bupati adalah Bupati Jombang. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. 

5. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah 
penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah 
tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab 
pengelolaan dari pengembang kepada Petnerintah Daerah. 

6 .. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 
dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas. 

7. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam 
arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan'­
satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan 
secara terpisah, terutama untuk temp at hunian yang 
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan 
tanah bersama. 
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8. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya 
untuk perumahan dan berfungsi sebagai temp at tinggal atau 
lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan 
sarana lingkungan. 

9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang 
memungkinkan lingkungan' perumahan dan permukiman 
dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

10. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk 
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, 
so sial, dan budaya. 

11. Utilitas adalah sarana penunJang untuk pelayanan 
lingkungan. 

12. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah 
penyerahan berupa tanah dengan bangunan danl atau tanah 
tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab 
pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 

13. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan temp at tinggal atau lingkungan hunian yang 
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 

14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan 
maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

15. Pengembang adalah institusi atau lembaga penye1enggara 
pembangunan perumahan dan permukiman. 

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

17. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga 
(RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi 
penghuni untuk rumah susun. 

18. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

19. Penge101a Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik daerah. 

20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

21. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat 
yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan 
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Perangkat 
Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Jombang 

22. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam 
rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan 
utilitas. 
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23. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima 
kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan 
dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan 
prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. 

24. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh 
atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah 
dan/atau bangunan dalam bentuk asset dan/atau 
penge10laan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang 
kepada Pemerintah Daerah. 

25. Hak Atas Tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau 
badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara 
dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa 
sertipikat, girik, surat bukti pe1epasan hak, akta pejabat 
pembuat akta tanah dan. surat bukti perolehan tanah 
lainnya. 

26. Rekomendasi pemanfaatan ruang, adalah surat yang memuat 
informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan 
bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis 
lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada 
lokasi tertentu. 

27. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 1MB 
adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik 
bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangl, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan 
persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang 
berlaku. 

BAB II 
PENGEMBANG PERUMAHAN 

Pasa12 

(1) Perumahan dan Permukiman terdiri atas: 
a. perumahan tidak bersusun, atau 
b. rumah susun. 

(2) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
yang wajib menyerahkan sarana, prasarana dan utilitas 
yang te1ah dibangun kepada Pemerintah Daerah, adalah 
pengembang yang membangun perumahan dengan luas 
lahan paling sedikit 1 (satu) hektar dan/atau jumlah hunian 
paling sedikit 50 (lima puluh) unit. 

(3) Apabila pembangunan perumahan tidak bersusun, luas 
lahan danl atau jumlah huniannya kurang dari ketentuan 
sebagaimana tersebut pada ayat(l) maka Pengerribangwajib 
menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan 
Pedoman dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang 

BAB III 
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

Pasa13 

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2), antara lain: 
a. jaringan jalan; 


















